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PENETAPAN
Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kubu, 09 Mei 1984, agama

Islam, pekerjaan asisten rumah tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Besar, 01 Juli 1988,
agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan
SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu
Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Sry,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 Agustus 2013;
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2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah Janda punya anak,
sedangkan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat di Kecamatan Kubu sampai sekarang;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

4.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kubu Raya,
tanggal lahir 01-10-2015;

sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat

dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada
Penngugat sejak tahun 2019 sampai sekarang sehingga Penggugat
bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak
dari Penggugat dan Tergugat;

6.2. Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran di sebabkan
Penggugat tidak mau memberikan nafhkan lahir kepada Penggugat
sehingga Penggugat sering merasa kesal kepada Tergugat;

6.3. Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat dalam kehidupan
sehari-hari Penggugat dan bahkan Tergugat tidak menghargai
layanan Penggugat kepada Tergugat seperti tidak mau makan
masakan Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak memeliki
rasa sebagaiman layaknya suami isteri kepada Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
September 2021, yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya
kepada Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak

pernah kumpul lagi layaknya suami istri walaupun masih dalam satu rumah;
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8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan
Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan
damai baik dari pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap
Penggugat PENGGUGAT,;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat
kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak
berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana
ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pendamaian, dengan
menunjuk mediator Marlisa Elpira, S.H.l., M.H. dan berdasarkan laporan
mediator tanggal 06 Desember 2021, dinyatakan bahwa mediasi telah berhasil,
Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk kembali hidup
rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat mengakui telah berdamai dengan Tergugat, dan
menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri yang balik,
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Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon
penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian
antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama
Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim
telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses
mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari mediator Marlisa Elpira,
S.H.l,, M.H. tanggal 06 Desember 2021, proses mediasi yang dilaksanakan
telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat menyatakan akan
mencabut gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah
memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan
272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat,
dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
Menyatakan perkara nomor 714/Pdt.G/2021/PA.Sry, dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.l. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.| sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I. Soffatul Fuadiyyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
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